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MOTTO 
....  ف  ۖ 
 
اوُِقب تۡسٱ   ِتَٰ  رۡي 
ۡ
لۡٱ  ُمُِكب ِت
ۡ
أ ي 
 
اُونوُك ت ا  م  نۡي
 
أ َُللّٱ  ۚاًعيِ  جَ.... (لبارق ة: 148)  
“...Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada 
pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat)...” 
(Al-Baqarah Ayat 148) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, dan syukur Alhamdulillah Allah telah 
memberikan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Sholawat dan salam selalu 
terlimpahkan kepada pedoman hidup yaitu Nabi Muhammad SAW. 
Kupersembahkan karya ini khususnya teruntuk: 
1. Kedua orang tuaku yaitu, Ayah Iwan Setiawan dan Ibu Dalilah yang telah 
membimbing, dan mendo’akan agar selalu diberikan kemudahan untuk 
menghadapi tantangan hidup, tak lupa perjuangan Ayah dan Ibu selaluku 
inggat sampai kapanpun. 
2. Kakak dan Kakak Ipar, Nooristia dan Firman yang selalu mendukungku 
disaat semangat ini berkurang dan mencoba membangkitkan kembali 
semanggat ini. 
3. Keponakan saya Arsyaka yang selalu menghibur saya dan menjadi 
penyemangat saya. 
4. Dosen-dosen fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah membimbing dari 
semester pertama hingga sekarang. 
5. Teman-teman HES A yang telah menemani saya dari semester pertama 
sampai sekarang. 
viii 
 
Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 
pada umumnya. 
  PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
x 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
xi 
 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حىل  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
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4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
xiv 
 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
  ام ودحم لىسزلاإ  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
xv 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Mohamad Riyamizar Geffari, NIM: 152.111.002, “PERLINDUNGAN TERHADAP 
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SPARE PART SEPEDA 
MOTOR BEKAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta)”. 
 Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Syariat Islam asal sesuai 
dengan ketentuan yang  berlaku dalam Al-Qur’an, tetapi dalam prakteknya jual beli 
spare part motor bekas yang ada di pasar Klithikan Notoharjo Semanggi Surakarta 
peneliti banyak menemukan penjual yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh 
syariat Islam seperti menembunyikan informasi barang, memonopoli penjualan, dan 
melebih-lebihkan informasi sehingga tidak sesuai dengan realitanya.  
 Pada penelitian ini peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yaitu: (1) 
Bagaimana praktik transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar 
Klithkan Notoharjo?. (2) Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam 
transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo 
Surakart?. (3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai perlindngan konsumen 
dalam transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo 
Surakarta?. 
 Penelitian ini termasuk penelitian (fielresearch) yaitu penelitian yang 
dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan penjual dan pembeli spare part motor bekas di Pasar Klithikan 
Notoharjo, data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, dan Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan memakai analisis penelitian 
model M dan Hb. 
 Setelah menganalisis data-data yang didapatkan dan diolah dengan teori yang 
digunakan, maka dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam jual 
beli spare part motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo dalam prakteknya tidak 
sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. (1) Dalam Prakteknya proses transaksi jual beli 
spare part motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo seperti kegiatan jual beli pada 
umumnya yaitu pedagang menjajakan barang dagangannya dan pembeli memilih 
barang yang diinginkannya. (2) Untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen 
konsumen harus mengetahui bahwa mereka memiliki hak, kewajiaban serta 
perlindungan konsumen atas mereka, konsumen harus diberdayakan dengan 
meningkatkan kualitas pendidikan yang layak, mengingat faktor utama perlakuan 
yang semena-mena oleh penjual kepada pembeli. (3) Di dalam hukum Islam yang 
berlandaskan pada Fiqh Muamalah maka seseorang konsumen harus mendapatkan 
produk yang sesuai dengan keadaan. Tetapi di dalam lapangan konsumen banyak 
yang mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat 
merugikan pihak konsumen. 
 Kata kunci: Jual beli, Prinsip Syariah. 
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ABSTRACK 
Mohamad Riyamizar Geffari, NIM: 152,111,002, "PROTECTION OF 
CONSUMERS IN TRADING TRANSACTIONS FOR USED MOTORCYCLE 
SPARE PARTS ACCORDING TO ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (Case 
Study in Surakarta Semanggi Notoharjo Market)" 
 Buying and selling are a contract that permissible in Islamic Shari'a origin in 
accordance with applicable provisions in the Qur'an, but in practice the sale and 
purchase of used motorbike spare parts at the Klithikan Market in Notoharjo 
Semanggi Surakarta. The researcher has found sellers who committed acts prohibited 
by the Islamic Sharia such as hiding information on goods, monopolizing sales, and 
exaggerating information so that it is not in accordance with reality.  
 The problem statement of this research are: (1) How is the practice of buying 
and selling used motorcycle spare parts in Notoharjo’s Klithikan market?. (2) How to 
protect the consumers in the trading transaction of used motorbike spare parts at the 
Klithikan market in Notoharjo?. (3) How to observe Islamic law about protect the 
consumers in the transaction trading of spare part of used motorbike at the Klithikan 
market in Notoharjo?. 
 This research includes research (field research) or field research, namely 
research conducted directly in the field, with primary data obtained from interviews 
with salesmens and buyers of used motorbike spare parts at Klithikan Notoharjo 
Market, as well as secondary data obtained from books, the Qur'an 's, and Law No. 8 
of 1999 concerning Consumer Protection, and using a research analysis model of 
miles adn huberman. 
 After analyzing the data obtained and processed with the theory used, it can be 
seen that the buying and selling of used motorbike spare parts at Klithikan market in 
Notoharjo. In practice is not in accordance with the provisions of Islamic Sharia and 
Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. (1) In practice, the sale and 
purachase of used motorbike spare parts in the Klithikan market is appropriate in 
general and does not breaking the Islamic law. (2) In the practice, the consumers 
should to understand that the consumers have right obligation and law protect for 
them, the consumers should to increase quality of education that reasonable. Based of 
main factor that the treatment arbitrary from seller to buyer. Then low 
knowledgement and low realization the consumers for the right obligation of them. 
(3) In the Islamic law based on Fiqh Muamalah, so the consumers should to get the 
product that the deal transaction. But in the practice the consumers many got the item 
that unexpectation. So, got harm for the consumers.  
 
Keywords: Buying and selling, Sharia Principles. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Alat transportasi merupakan kebutuhan pokok baik setiap umat 
manusia, baik itu transportasi milik pribadi seperti mobil, motor, sepeda, 
ataupun transportasi umum seperti bus, angkutan umum, bajaj, pesawat, 
kereta api, maupun yang lain. Dengan transportasi memudahkan kita 
semua untuk bepergian jauh tanpa memakan waktu yang lama. Semakin 
canggihnya teknologi dan bermunculan variasi alat transportasi yang 
beranekaragam dari bentuk dan harga yang bermacam-macam. Mulai dari 
harga yang tidak begitu menguras kantong sampai yang harus menguras 
kantong. 
Kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga banyak 
membuka peluang-peluang bisinis masyarakat, akan tetapi dari peluang 
bisnis tersebut sebagian masyarakat banyak yang membuka bisnisnya 
dengan segala cara entah melalui bisnis yang sehat maupun tidak sehat. 
Jual beli merupakan akad yang umumnya digunakan oleh 
masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat 
tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Secara linguistik, jual 
beli atau yang sering disebut dengan al bai’ mempunyai arti pertukaran 
sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli secara umum adalah 
merupakan akad yang diperbolehkan, yang berlandaskan atas dalil-dalil 
yang terdapat dalam Al-Qur’an, hadits, maupun ijma’ para ulama. 
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Jual beli merupakan suatu perjanjian menukar benda (barang) yang 
mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syar’. Yang 
dimaksud syara’ ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukn-rukun, 
persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka 
apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai 
dengan kehendak syara.1 
Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan tentang tata aturan jual beli 
menurut syara, yaitu dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29: 
ا َُ ُّي
َ
أ ََٰٓي  َيِي
ذ
لَّٱ  ِ ب هُك ٌَ
َۡيب هُك
َ
مَٰ َوۡو
َ
أ 
ْ
آِ
ُ
نُك
ۡ
أَت 
َ
لَ 
ْ
ِا ٌُ َواَء ِلِطََٰب
ۡ
مٱ  َنُِكَت ن
َ
أ 
ٓ ذ
ِلَإ
 ذِنإ ۡۚۡهُكَسُفً
َ
أ 
ْ
آِ
ُ
نُتۡقَت 
َ
لََو ۡۚۡهُكٌِّو ٖضاََرت يَع ًةَرََِٰجت َ ذللّٱ  اٗىيَِحر ۡهُِكب َنَكَ٢٩  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa 
(4) ayat 29).2 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh 
dengan cara yang bathil, konsep halal dan haram juga harus diperhatikan 
didalam jual beli.3 Dengan cara bertentangan dengan hukum Islam 
misalnya gharar, riba, pemaksaan dan lain-lain, selain itu perlu juga 
                                                                 
1
Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52. 
 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2013), hlm. 83 
3
Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 
2006), hal. 174. 
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didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi. 
Dalam penelitian ini tempat yang menjual barang bekas atau 
barang yang sudah pernah digunakan namun kondisinya masih layak 
untuk digunakan yaitu di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta) yang 
berada di Silir, Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Pasar Notoharjo 
(Surakarta) atau yang lebih dikenal dengan Pasar Klithikan Notoharjo ini 
merupakan salah satu pasar tradisional yang khusus menjual barang bekas 
atau yang sering disebut Klithikan, yang dibagi beberapa macam barang 
sesuai dengan masing-masing kebutuhan. Barang yang dijual yaitu 
pakaian, alat elektronik, suku cadang mobil/atau motor, alat-alat 
bangunan, sampai dengan barang-barang antik. Setiap klasifikasi ditulisi 
papan petunjuk yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pembeli yang ingin 
membeli barang yang dibutuhkan.4 
Suku cadang atau yang sering disebut dengan onderdil adalah 
merupakan komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau 
penggantian bagian kendaraan yang mengalamai kerusakan. Spare part 
adalah komponen dari mesin yang dicadangkan untuk perbaikan atau 
pengganti bagian kendaraan yang mengalami kerusakan.5 Bagian 
komponen terdiri dari lebih dari satu komponen yang membentuk satu 
kesatuan dan memiliki fungsi tertentu setiap alat berat. Jenis-jenis spare 
                                                                 
4
Dinas Pengelola Pasar Surakarta,  Pasar Klithikan Notoharjo 
,http://dinasperdagangan.surakarta.go.id/index.php/info-pasar/profil-sejarah-pasar/45-pasar-
klithikan-notoharjo, diunduh tanggal 10 Oktober 2018 21:00 PM. 
5
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Onderdil, diunduh tanggal 18 0ktober 2018 13:48 PM. 
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part sepeda motor adalah seperti ban, aki, kampas, tali rem, lampu, rantai, 
busi, kaburator, dan lain sebagainya. Dari jenis-jenis Spare part sepeda 
motor tersebut jika dibeli baru atau yang masih orisinil bagi kalangan 
konsumen biasa tergolong mahal, maka banyak konsumen yang lebih 
memilih barang bekas dari pada barang baru. 
 Banyak konsumen tidak tahu dalam transaksi barang bekas 
khususnya dalam jual beli spare part sepeda motor, banyak pelaku usaha 
yang melakukan praktik-praktik curang di dalam berusaha, seperti 
melakukan praktik monopoli, baik yang legal maupun ilegal. Demi 
terciptanya keaman dan kenyamanan terhadap konsumen pemerintah 
menerbitkan Undang-Undang Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan 
Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya 
kepastian hukum tersebut dapat melindungi konsumen dari praktik 
monopoli ataupun praktik-praktik kecurangan yang disebabkan penjual.  
Dalam Hukum Islam dijelaskan didalam Surah Hud ayat 84 dan 86 
yaitu: 
 ِم ِۡ َقَٰ َي 
َ
لاَق ۡۚ اٗبۡيَعُش ۡه َُ اَخ
َ
أ َيَيۡدَو َٰ
َ
لَوَإِ 
ْ
اوُدُبۡعٱ  َ ذللّٱ  ُه ُۡيَۡغ ٍ َٰ َِلإ ِۡيّو هُك
َ
م اَو  ۥ  
َ
لََو
 
ْ
ِا ُصُقٌَت 
َ
لاَي
ۡ
كِى
ۡ
لٱ  َو  َناَِيزى
ۡ
لٱ  ٖم ِۡ َي َباَذَع ۡهُكۡي
َ
نَع ُفاَخ
َ
أ ٓ ِ
ّ
نّوَإِ ٖۡيۡ
َِبِ هُكَٰ ىَر
َ
أ ٓ ِ
ّ
ِنّإ
 ٖطِي ُّمُّ٨٤  ِمِۡ َقَٰ َيَو  
ْ
ِا ُفۡو
َ
أ 
َ
لاَي
ۡ
كِى
ۡ
لٱ  َو َناَِيزى
ۡ
لٱ  ِ ب ِطۡسِق
ۡ
مٱ  
ْ
ِا ُسَخۡبَت 
َ
لََو َساذلنٱ 
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 ۡش
َ
أ ِفِ 
ْ
ا ِۡ َثۡعَت 
َ
لََو ۡه َُ َٓءاَي ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱ  َييِدِسۡفُو٨٥  ُت ذيِقَب  ِ ذللّٱ  هُتٌ
ُ
ك ِنإ ۡهُك
ذ
م ٞۡيَۡخ
 ٖظيِفَِبِ هُكۡي
َ
نَع ۠اًَ
َ
أ ٓاَوَو َِۡۚيٌِوۡؤ ُّو٨٦  
Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, 
Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada 
Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan 
timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik 
(mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang 
membinasakan (kiamat). Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukuplah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 
kejahatan dan membuat kerusahan”.6 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang 
menyimpang dari ajaran Allah Swt yaitu kecurangan dalam perdagangan. 
Allah Swt mengutus Nabi Syu’aib dan menyampaikan kepada kaumnya 
untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan. Dalam menjalankan usaha 
Allah Swt menyampaikan bahwa pedagang harus menunaikan hak-hak 
konsumen dengan baik tanpa harus mengurangi hak konsumen tersebut, 
tidak berbuat zalim kepada konsumen dan melaksanakan perdagangan 
dengan adil.7 
 Praktik di lapangan masih terdapat penjual yang melakukan praktik 
monopoli ataupun kecurangan lainnya. Maka tidak heran apabila banyak 
konsumen yang sering menemukan cacat tersembunyi pada barang yang 
                                                                 
 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2013), hlm. 231. 
7
Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Posifit dan Ekonomi 
Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 84. 
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dibelinya tersebut, di dalam transaksi tentunya penjual tidak menyebutkan 
adanya cacat pada barang tersebut, bahkan ada yang sampai berbohong 
dan melebih-lebihkan agar bisa meyakinkan konsumen agar mau membeli 
barang dagangannya, dan juga dalam transaksi ini tidak ada jaminan bagi 
konsumen sehingga apabila barang yang sudah dibeli tidak dapat 
dikembalikan. 
 Menurut Yani yaitu salah satu penjual spare part sepeda motor 
bekas di Pasar Klithikan Notoharjo, barang yang didapatkan oleh penjual 
melalui sales, lalu sales mengambil barang dari pengepul spare part 
sepeda motor bekas. Penjual hanya menjual barang yang diberikan oleh 
sales, maka tidak heran apabila barang yang didapatkan oleh pembeli tidak 
sepenuhnya sesuai apa yang diharapkan.8 
 Pembeli bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tanpa cacat 
dan sesuai dengan keinginan begitu pula dengan penjual bertransaksi 
untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu kondisi ini merugikan 
salah satu konsumen dan bisa menimbulkan perselisihan. Setiap transaksi 
harus didasari pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Mereka harus 
mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa 
dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang tidak diketahui. Dari masalah 
diatas bahwa hukum yang ada di Indonesia khususnya yang mengatur 
tentang perlindungan konsumen masih belum berjalan semestinya, masih 
ada konsumen yang merasa dirugikan oleh penjual dan masih banyak 
                                                                 
8
 Yani, Pedagang Spare Part Bekas, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 08:00-
08:45 WIB. 
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pelaku-pelaku usaha yang terus mempraktikan kecurang-kecurangan 
dalam transaksi jual beli. Berdasarkan uraian yang di atas, penulis tertarik 
melakukan penelitian skripsi ini dengan judul: Perlindungan Terhadap 
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Spare Part Sepeda Motor Bekas 
(Studi Kasus di Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis maka 
dalam penulisan ini akan merumuskan beberapa pokok permasalahan yang 
akan dikaji diantaranya : 
1. Bagaimana praktik transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di 
Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta? 
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi 
jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo 
Surakarta? 
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai perlindngan konsumen 
dalam transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar 
Klithikan Notoharjo Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan rumusan masalah diatas, maka maksud 
dan tujuan dari penelitian dan tugas akhir ini adalah :  
1. Untuk mengetahui tentang praktik transaksi jual beli spare part sepeda 
motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo. 
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2. Untuk mengetahui Perlindungan terhadap konsumen dalam Transaksi jual 
beli spare part sepeda motor bekas di Pasar Klithikan Notoharjo. 
3. Untuk mengetahui Hukum Islam mengkaji Perlindungan konsumen dalam 
Transaksi jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar Klithikan 
Notoharjo Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dilakukan dapat ditinjau dari dua segi yaitu 
segi Teoritis dan segi Praktis : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan menambah 
pengetahuan ilmu pendidikan dalam bidang ilmu ekonomi Islam khusus 
perlindungan konsumen transaksi jual beli spare part sepeda motor 
bekas. 
2. Manfaat Praktis 
1) Memperkaya hasanah keilmuan intelektual bagi kalangan 
mahasiswa dan lapisan masyarakat luas. Dengan adanya riset ini 
bisa sebagai bahan refrensi jika terjadi kasus-kasus yang serupa 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi peneliti dan kajian-kajian berikutnya 
yang mempunyai kesamaan topik. 
2) Serta membuka kesadaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati 
dalam bertransaksi dalam memilih barang yang diinginkan,serta 
memberikan keamanan bagi pelaku konsumen bila melakukan 
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transaksi agar tidak merasa dirugikan. Memberikan kesadaran 
kepada pelaku-pelaku yang berbuat curang terhadap jual beli 
bahwa setiap perbuatan yang merugikan akan ada ganjarannya, dan 
memberikan maslahat antara penjual dan pembeli.  
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Konsumen 
 Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata 
consument adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan 
barang. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata 
consumer sebagai pemakai atau konsumen.9 
 Dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah 
pembahasan rencangan peraturan perundang-undangan, cukup banyak 
dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk 
dalam lingkup perlindungan konsumen, antara lain: 
1. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman 
(BPHN), menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu 
pemakaian dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri, 
keluarga diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk 
diperjualbelikan. 
2. Batasan konsumen dari Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia, 
pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi 
                                                                 
9
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,  (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hal. 22. 
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kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali. 
3. Dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen 
Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang 
mendapatkan barang utuk dipakai dan tidak utuk diperdagangkan.10 
2. Tinjauan Perlindungan Konsumen 
 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat 
merugikan konsumen itu sendiri.11 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” 
Perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yang dijelaskan sebagai 
berikut:12 
1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen 
barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah 
disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan 
ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan 
baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan 
                                                                 
10
Ibid., hal. 23. 
11
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,  (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014), hal. 7. 
12
Ibid., hlm. 8. 
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sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan 
keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. 
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-
syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-
persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan 
penjual, dan sebagainya. 
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah 
berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah13: 
1. Asas manfaat; 
2. Asas keadilan; 
3. Asas keseimbangan; 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;serta 
5. Asas kepastian hukum. 
4. Hak-Hak Konsumen 
 Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang 
mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:14 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/ atau jasa; 
                                                                 
13
Ibid., hlm. 25-26. 
14
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2014), hal. 32-33. 
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2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau 
jasa yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian 
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
5. Hukum Jual Beli 
 Al bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 
berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al 
Hadits, diantaranya dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli, yaitu: 
1. QS. An-Nisa (4): 29 “Hai orang-orang yang beriman! Jangan lah 
kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
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dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara 
kamu”. Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi 
dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini 
mengundikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk 
memakan harta orang lain secara batil. 
2. Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulllah saw bersabda, 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR.Al 
Baihaqi dan Ibnu Majah). Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 
dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara 
umum. Hadits ini memberikan persyaratan bahwa jual beli harus 
dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika 
melakukan transaksi.15 
6. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 
 Dalam AL-Qur’an dijelaskan dalam surah Hud ayat 84 dan 86: 
 ِم ِۡ َقَٰ َي 
َ
لاَق ۡۚ اٗبۡيَعُش ۡه َُ اَخ
َ
أ َيَيۡدَو َٰ
َ
لَوَإِ 
ْ
اوُدُبۡعٱ  َ ذللّٱ  ُه ُۡيَۡغ ٍ َٰ َِلإ ِۡيّو هُك
َ
م اَو  ۥ  
َ
لََو
 
ْ
ِا ُصُقٌَت 
َ
لاَي
ۡ
كِى
ۡ
لٱ  َو  َناَِيزى
ۡ
لٱ  ٖم ِۡ َي َباَذَع ۡهُكۡي
َ
نَع ُفاَخ
َ
أ ٓ ِ
ّ
نّوَإِ ٖۡيۡ
َِبِ هُكَٰ ىَر
َ
أ ٓ ِ
ّ
ِنّإ
 ٖطِي ُّمُّ٨٤  ِمِۡ َقَٰ َيَو  
ْ
ِا ُفۡو
َ
أ 
َ
لاَي
ۡ
كِى
ۡ
لٱ  َو َناَِيزى
ۡ
لٱ  ِ ب ِطۡسِق
ۡ
مٱ  
ْ
ِا ُسَخۡبَت 
َ
لََو َساذلنٱ 
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 Dimyouddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2015), hal. 72. 
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 ِفِ 
ْ
ا ِۡ َثۡعَت 
َ
لََو ۡه َُ َٓءاَيۡش
َ
أ ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱ  َييِدِسۡفُو٨٥  ُت ذيِقَب  ِ ذللّٱ  هُتٌ
ُ
ك ِنإ ۡهُك
ذ
م ٞۡيَۡخ
 ٖظيِفَِبِ هُكۡي
َ
نَع ۠اًَ
َ
أ ٓاَوَو َِۡۚيٌِوۡؤ ُّو٨٦  
yaitu: “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, 
Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada 
Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan 
timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik 
(mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang 
membinasakan (kiamat). Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukuplah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu merugikan 
manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat 
kejahatan dan membuat kerusahan”.16 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang menyipang 
dari ajaran Allah Swt yaitu kecurangan dalam perdagangan. Allah Swt 
mengutus Nabi Syu’aib dan menyampaikan kepada kaumnya untuk tidak 
mengurangi takaran dan timbangan. Dalam menjalankan usaha Allah Swt 
menyampaikan bahwa pedagang harus menunaikan hak-hak konsumen 
dengan baik tanpa harus mengurangi hak konsumen tersebut, tidak berbuat 
zalim kepada konsumen dan melaksanakan perdagangan dengan adil.17 
 Ketidakadilan dalam bertransaksi dalam jual beli dikarenakan 
terjadinya penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen, itu 
semua dapat terjadi (1) ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung 
(pratransaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar, (2) ketika 
transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dan (3) 
                                                                 
16
 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Posifit dan Ekonomi 
Syariah , (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 84. 
17
 Ibid. 
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ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu 
dengan kerugian yang ditanggung konsumen. 
1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi Tidak Benar. 
2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar Tidak Wajar. 
3. Perlindungan terhadap Keamanan Produk dan Lingkungan Sehat. 
4. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat. 
5. Hak Mendapatkan Ganti Rugi Akibat Negatif Produk. 
F. Tinjauan Pustaka 
 Tinjauan pustaka merupakan kajian peneliti sebelumnya yang 
pernah dilakukan membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan 
dari penelitian sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 
beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang jual beli, 
antara lain: 
1. Skripsi Istuti Royani, dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum 
Islam Terhadap Perlindungan Konsumen”. IAIN Surakarta, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2010, dalam penelitian ini 
peneliti menitik beratkan pada kajian Hukum Positif dan Hukum Islam 
terhadap Perlindungan Konsumen.18 
2. Skripsi Alif Nanda Lusi,dengan judul “Analisis prinsip Mu’amalah dalam 
Transaksi jual beli pakaian bekas secara borong di pasar Notoharjo 
Semanggi Surakarta”. IAIN Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 
                                                                 
18
Istuti Royani, judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan 
Konsumen”,  IAIN Surakarta,  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,  Fakultas Syariah,  2010. 
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Fakultas Syariah, 2017, dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan 
dalam proses Transaksi jual beli di pasar Notoharjo Surakarta.19 
3. Skripsi Siti Fatimah, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen 
tentang pembatasan harga jual bahan bakar gas bersubsidi di kecamatan 
Mojongede Kabupaten Karanganyar (Analisis Maslaha Mursalah)”. IAIN 
Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2018, 
dalam penelitian ini peneliti menitik beratkandalam Hak-hak Konsumen 
menurut Hukum Islam.20 
 Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya, skripsi 
sebelumnya membahas perlindungan Hukum bagi konsumen dan 
mengkaji Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen. Di skripsi ini 
penulis mengkaji bagaimana mekanisme dan kegiatan jual beli spare part 
bekas di pasar Klithikan Notoharjo Semanggi Surakarta. Kemudian 
penulis meninjau apakah konsumen dalam jual beli spart bekas 
memperoleh Hak dan Perlindungan konsumen yang ada, maupun itu dari 
Hukum Positif ataupun Hukum Islam. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 
research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
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Alif Nanda Lusi,judul “Analisi prinsip Mu’amalah dalam Transaksi jual beli pakaian 
bekas secara borong di pasar Notoharjo Semanggi Surakarta”.  IAIN Surakarta, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2017. 
20
Siti Fatimah, judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen tentang pembatasan harga 
jual bahan bakar gas bersubsidi di kecamatan Mojongede Kabupaten Karanganyar (Analisis 
Maslaha Mursalah)”. IAIN Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2018. 
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keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya 
bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.21 
Adapun yang menjadi obyek penelitiannya adalah tentang perlindungan 
terhadap konsumen terhadap jual beli spare part sepeda motor bekas di 
Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
2. Sumber dan Jenis data 
a. Sumber Data 
1) Sumber Primer  
Data primer yang diperoleh peneliti dari data observasi dan 
wawancara dengan penjual dan pembeli ataupun bisa dikatakan 
pelaku jual beli spare part di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta. 
2) Sumber Sekunder 
Kemudian data sekunder maksud dari data sekunder adalah data 
yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam penelitian 
ini berupa literatur-literatur yang mengacu kepada perlindungan 
konsumen, hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Serta data 
pendukung lain dari berbagai sumber. 
b. Jenis Data 
1) Data Primer 
Data Primer yang didapat dalam penelitian ini merupakan data 
yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para pelaku 
jual beli spart part bekas di Pasar Notoharjo Semangi Surakarta. 
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 Cholid Narbuko,  Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
hlm. 46. 
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2) Data Sekunder 
Kemudian jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku 
atau arsip yang menyangkut dengan informasi penelitian ini. 
3. Lokasi penelitian 
Penulis memilih lokasi di Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta) yang 
berada di Silir, Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Lokasi tersebut 
banyak menjual barang-barang spare part sepeda motor bekas dan masih 
layak dipakai. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar 
mendapat dan memperoleh infomasi yang akan dibutuhkan dalam 
mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah: 
a. Wawancara 
Wawancara teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada 
responden. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 
laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 
pengetahuan atau keyakinan pribadi.22 Wawancara merupakan alat re-
cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 
diperoleh sebelumnya.23 Pada penelitian ini wawancara dilakukan 
secara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
                                                                 
22
 Sugiono,  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hal. 138. 
23
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hal. 
138. 
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penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan 
menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak-pihak yang akan 
diwawancarai oleh peneliti adalah pelaku jual beli spare part yaitu: 4 
orang penjual spare part sepeda motor bekas, 3 orang pembeli spare 
part sepeda motor bekas, dan Bapak Sumadi pengelola Pasar 
Notoharjo. 
b. Observasi 
Metode observasi adalah metode digunakan untuk memperoleh data 
melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.24 
Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan secara 
langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. 
Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik 
jual beli spare part bekas. Obyek pada penelitian ini adalah praktik 
yang dipakai dalam jual beli di Pasar Notoharjo Semanggi Surakarta 
khususnya pada jual beli spare part bekas. Observasi langsung ini 
dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan secara langsung 
berhadapan dengan konsumen dan penjual yang diteliti. 
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Koetjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 1977), hlm. 140. 
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5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data 
kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari metode interaktif hasil wawancara, observasi, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan maupun orang 
lain.25 Penelitian ini ada tiga fase kegiatan dalam melakukan analisis data, 
yaitu: 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan salah satu alat teknik analisis data kualitatif. 
Merekdusi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan.26 
b. Penyajian data 
Bentuk analisis berikutnya dengan melakukan penyajian data, di mana 
peneliti melakukan kegiatan menyusun dalam bentuk tabel, grafik, 
phie chard, pictogram dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, 
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Sugiono,  Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 
2011), hal. 244. 
26
Ibid., hal. 247. 
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maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola penghubung, 
sehingga mudah difahami.27 
c. Penarikan kesimpulan 
Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan 
kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang 
pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam 
transaksi jual beli spare part bekas di pasar Notoharjo Semanggi 
Surakarta. 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I, Pada bab ini berisikan pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan 
pembahasan pada bab-bab berikutnya dan sekaligus sebagai gambaran 
keseluruhan isi penelitian yang cakupannya terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II, Pada bab ini berisikan teori yang digunakan dalam penelitian 
Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Spare Part 
Sepeda Motor Bekas menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.  
BAB III, Pada bab ini berisikan tentang gambaran Pasar Klithikan yang 
mencakup tentang gambaran umum yang ada pada di Pasar Klithikan 
Notoharjo, dan praktik jual beli spare part sepeda motor bekas di Pasar 
Klithikan . 
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Ibid., hal. 249. 
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BAB IV, Pada bab ini membahas tentang pemaparan dalam transaksi jual 
beli spare part sepeda motor bekas, analisa perlindungan konsumen jual 
beli spare part motor bekas di pasar Klithikan Notoharjo Surakarta dan 
Perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi 
jual beli suku cadang bekas di Pasar Klithikan Notoharjo Surakarta.  
BAB V, Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari 
analisa pembahasan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL 
BELI SPARE PART SEPEDA MOTOR BEKAS MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM 
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 
1. Definisi Jual Beli  
 Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. 
Menurut syara‟ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara 
tertentu (aqad).1 
 Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah 
menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas saling 
merelakan.2 
 Menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa jual beli 
adalah Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada 
kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu 
selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.3 
 Dari  beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli 
adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 
                                                                 
 1Moh. Rifa‟i, Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 402.  
 2Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.  
 3Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, 
(Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 24.  
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mempunyai nilai secara sukarela diantra kedua belah pihak yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimaanya sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara‟ dan disepakati. 
Sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, 
rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga 
bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 
kehendak Syara‟.4 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
 Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, 
baik disebutkan dalam al-Qur‟an, al-Hadits maupun ijma‟ ulama. Adapun 
dasar hukum jual-beli adalah: 
Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275 berbunyi: 
اَٰوب ِّرلٱ َم َّرَحَو َعَۡيبۡلٱ ُ َّللَّٱ َّلََحأَو..                           .. 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
(QS. Al Baqarah:275).5 
 
 Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini 
menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual 
beli dalam Al-Qur‟an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli 
yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur‟an, dan menggapnya identik 
dan sema dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah 
                                                                 
 4Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.   
 
5
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, 
(Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 26. 
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mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta 
menolak dan melarang konsep ribawi.6 
 Di tempat lain, Allah SWT berfirman Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 29 
berbunyi: 
ا َٓ ُّي
َ
أ ََٰٓي  ََ ِي
ذ
لَّٱ  ِ ب ًُك َِ
َۡيب ًُك
َ
ىَٰ َن ٌۡ
َ
أ 
ْ
آٔ
ُ
يُك
ۡ
أَث 
َ
لَ 
ْ
ٔا ُِ ٌَ اَء ِوِطََٰب
ۡ
ىٱ  َنُٔكَث ن
َ
أ 
ٓ ذ
ِلَإ
 ذِنإ ۡۚ ًۡ ُكَسُفُ
َ
أ 
ْ
آٔ
ُ
يُجۡلَت 
َ
لََو ۡۚ ًۡ ُكِِ ٌّ  ٖضاََرث ََع ًةَرََِٰجث َ ذللّٱ  ا ٍٗ يَِحر ًۡ ُِكب َنَكَ٢٩  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan cara suka sama-suka di antara kamu”. (OS. An-Nisa 
(4):29).7 
 
 Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam 
muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa 
Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain 
secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, 
diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan 
syara‟, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi 
yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang 
                                                                 
 
6
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar  Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 71. 
 7 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur‟an, 2013), hlm. 83. 
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mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/risiko dalam transaksi) 
serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.8  
3. Rukun dan Syarat Jual Beli    
 Suatu pekerjaan jika tidak dipenuhi rukun dan syarat maka pekerjaan 
itu akan batal tidak sesuai dengan ketentuan syara‟. Dalam jual beli juga 
ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah 
atau tidak berdasarkan syara‟. Karena transaksi jual beli merupakan 
perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak 
atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka 
dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan 
syaratnya. 
a. Rukun Jual Beli 
 Di kalangan fuquha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual 
beli. Menurut kalangan Hanafiyah, rukun jual beli, adalah ijab dan 
qabul. Sedangkan menurut jumur ulama, rukun jual beli terdiri dari 
akad (ijab dan qabul), aqid (penjual dan pembeli), ma‟qud alaih (objek 
akad). Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara penjual dengan 
pembeli. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses 
berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli 
belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 71. 
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bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang 
tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (bati) manusia, 
namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya 
ijab dan qabul antara dua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah Saw, 
bersabda: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: 
Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka 
saling meridhai”.9 
b. Syarat Jual Beli adalah.10 
1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah 
jual belinya. 
2) Dengan kehendak sendiri (tidak ada paksaan). Atau suka sama 
suka. 
3) Tidak mubazir (pembrosan). Sebab harta uang yang mubazir itu 
ditangan walinya. 
4) Balig (dewasa). Anak dibawah umur tidak sah jual belinya. 
4. Jual Beli yang Dilarang (Batil) 
a. Bai‟ al-Ma‟dum 
 Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada 
ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hal. 55.  
 
 
10
 H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279. 
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ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di 
dasar laut, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang 
belum dicetak dan lainnya. Pelarangan ini berdasarkan pada sabda 
Rasul: “Nabi melarang jual beli habl al hablah” (HR Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dari Ibnu Umar), yakni anak 
onta yang masih berada dalam kandungan. 
b. Bai‟ Ma‟juz Taslim 
 Merupakan akad jual beli di mana objek transaksi tidak bisa 
diserahterimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini 
walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual 
burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa 
pencuri. 
c. Bai‟ Dain (Jual beli hutang) 
 Bai‟ dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki 
beban hutang atau orang lain, baik secara kontrak atau tempo. Jual beli 
yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan bai‟al kali bi al 
kali atau bai‟ ad-dain bi ad-dain. Kontrak ini dilarang oleh syara‟ 
karena terdapat larangan dalam hadis, Nabi saw melarang bai‟ al kali 
bi al kali (HR Daruquthni dari Ibnu Umar). Transaksi ini identik 
dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan 
pembayaran. 
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d. Bai‟ al Gharar 
 Secara harfiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang 
berpotensi terhadap kerusakan. Bai‟ al-gharar berarti jual beli barang 
yang mengandung unsur risiko. Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) 
gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Maliki 
mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau 
tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. 
 Bai‟ al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko 
dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian 
finansial. Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan bai‟ al gharar, 
seperti menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar 
laut, dan lainnya. 
e. Jaul Beli Barang Najis 
 Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai  
dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai 
harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing 
diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk 
keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta. 
 Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, 
asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan 
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lainnya. intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang 
dibenarkan syara‟, maka boleh ditransaksikan. 
f. Bai‟ „Arbun 
 Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh 
ulama fiqh dengan istilah bai‟ „abun. Bai‟ „arbun adalah sejumlah 
uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang 
menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. 
Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka 
terbentuklah jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari 
harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan 
menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut 
hangus dan menjadi milik penjual. 
Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur 
ulama mengatakan bahwa bai‟ „arbun merupakan jual beli yang 
dilarang dan tidak shahih. Hal ini dilandasi asas hadits Rasulullah saw 
yang menyatakan bahwa “Sesungguhnya Nabi saw melarang bai‟ 
„arbun”, kedudukan hadits ini dha‟if  (lemah). 
g. Bai‟ Hadir lil Bad 
 Merupakan bentuk jual beli di mana seorang supplier dari 
perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak 
mengetahui perkembangan dan harga pasar. Supplier akan membeli 
31 
 
 
 
barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka 
memanfaatkan ketidaktahuan produsen. Sehinga nantinya, supplier 
bisa menjual komoditi dengan harga relatif mahal di perkotaan. Secara 
simpel bisa dikatakan, supplier memanfaatkan ketidaktahuan produsen 
untuk mendapatkan suatu keuntungan. 
 Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk 
menghindari terjadinya tindak ekspolitasi. Selain itu, juga akan 
meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang relatif rendah. 
Menurut Hanafiyah, larangan ini dikhususkan ketika terjadi inflasi, di 
mana demand (permintaan) masyarakat terhadap komoditas ini dengan 
alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga dari 
harga standar pasar. 
h. Talaqqi Rukban 
 Merupakan transaksi jual beli, di mana supplier menjemput 
produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini 
tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam bai‟ 
hadir lil bad. Secara asal, jual beli ini sah, dengan catatan, produsen 
memiliki hak khiyar dari penipuan harga. 
i. Bai‟ Najys 
 Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (false 
demand). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk 
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melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli 
dengan harga yang tinggi. Bai‟ najsy merupakan rekayasa untuk 
menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.11 
B. Tinjauan Perlindungan terhadap Konsumen 
1. Perlindungan  terhadap Konsumen 
 Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata 
consument adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan 
barang. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata 
consumer sebagai pemakai atau konsumen.12 Di Amerika Serikat, pengertian 
konsumen meliputi “ korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi 
pembeli tetapi pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber 
dari Produk Liability Directive (pedoman kewajiaban produk) sebagai 
pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun 
ketentutan Hukum Perlindungan Konsumen.13 
 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat 
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 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hal. 82-95. 
12
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,  (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hal. 22. 
 
13
 AZ Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995), hlm. 69. 
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merugikan konsumen itu sendiri.14 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: 
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.15 
Perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yang dijelaskan sebagai 
berikut: 
a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen 
barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah 
disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini 
termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, 
proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, 
apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan 
keselamatan konsumen atau tidak. 
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-
syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persolan-persoalan 
promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan 
sebagainya. 
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah 
                                                                 
14
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2014), hal. 7. 
 15Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah16: 
1. Asas manfaat; 
2. Asas keadilan; 
3. Asas keseimbangan; 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;serta 
5. Asas kepastian hukum. 
 
3. Hak-Hak Konsumen 
 Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang 
mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:17 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ atau jasa; 
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tshun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
17
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2014), hal. 32-33. 
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 
yang digunakan; 
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian 
apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya. 
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 
4. Kewajiban Konsumen 
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa; 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian baarang dan/ 
atau jasa; 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut.18 
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C. Perlindungan Kosumen dalam Hukum Islam 
 Perlindungan konsumen dalam Islam tidak terlepas dari sumber-
sumber hukum dan proses peneloran suatu hukum yang lazimnya menjadi 
kajian fiqh dan Ushul fikih. Dalam bahasa Indonesia, sumber berarti, “tempat 
keluar”, dan “asal”. Sedangkan dalam bahasa Arab sumber (al-mashdar) 
berarti, “Suatu hal dimana darinya keluar sesuatu yang lain”, atau, “tempat 
munculnya sesuatu”. Maksud pengertian disini adalah yaitu tempat 
munculnya atau tempat keluarnya suatu hukum, selain pengertian “asal” yang 
terdapat dalam bahasa Indonesia karena asal hukum dalam Islam hanyalah al-
Qur‟an dan sunnah. Oleh karena itu, sumber hukum perlindungan konsumen 
yang diakui oleh mayoritas ulama dalam Islam ada empat, yaitu : al-Qur‟an, 
sunnah, ijma, dan qiyas.19 
1. Al-Qur‟an  
 Dalam Hukum Islam dijelaskan didalam Surah Hud ayat 84 dan 86 
yaitu: 
 ِم ۡٔ َلَٰ َي 
َ
لاَك ۡۚ اٗبۡيَعُش ًۡ ُْ اَخ
َ
أ ََ َيۡد ٌَ  َٰ
َ
لَوَإِ 
ْ
اوُدُبۡعٱ  َ ذللّٱ  ُه ُۡيَۡغ ٍّ َٰ َِلإ َۡ ِ ٌّ  ًُك
َ
ى ا ٌَ  ۥ  
َ
لََو
 
ْ
ٔا ُصُلَِث 
َ
لاَي
ۡ
هٍِ
ۡ
لٱ  َو  َناَِيزٍ
ۡ
لٱ  ٖم ۡٔ َي َباَذَع ًۡ ُكۡي
َ
يَع ُفاَخ
َ
أ ٓ ِ
ّ
نّوَإِ ٖۡيۡ
َِبِ ًُكَٰ ىَر
َ
أ ٓ ِ
ّ
ِنّإ
 ٖطِي ُّمُّ٨٤  ِمۡٔ َلَٰ َيَو  
ْ
ٔا ُفۡو
َ
أ 
َ
لاَي
ۡ
هٍِ
ۡ
لٱ  َو َناَِيزٍ
ۡ
لٱ  ِ ب ِطۡسِل
ۡ
ىٱ  
ْ
ٔا ُسَخۡبَت 
َ
لََو َساذلنٱ 
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 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 195. 
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 ِفِ 
ْ
ا ۡٔ َثۡعَت 
َ
لََو ًۡ ُْ َٓءاَيۡش
َ
أ ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱ  ََ يِدِسۡف ٌُ٨٥  ُت ذيِلَب  ِ ذللّٱ  ًُجِ
ُ
ن ِنإ ًۡ ُك
ذ
ى ٞۡيَۡخ
 ٖظيِفَِبِ ًُكۡي
َ
يَع ۠اَُ
َ
أ ٓا ٌَ َو َِۡۚي ٌِۡؤ ٌُّ٨٦  
Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, 
Syu‟aib. Ia berkata: “Hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan 
bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, 
sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan 
sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab yang membinasakan 
(kiamat). Dan Syu‟aib berkata: “Hai kaumku, cukuplah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap 
hak-hak mereka dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dan membuat 
kerusahan”.20 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang menyimpang 
dari ajaran Allah Swt yaitu kecurangan dalam perdagangan. Allah Swt 
mengutus Nabi Syu‟aib dan menyampaikan kepada kaumnya untuk tidak 
mengurangi takaran dan timbangan. Dalam menjalankan usaha Allah Swt 
menyampaikan bahwa pedagang harus menunaikan hak-hak konsumen 
dengan baik tanpa harus mengurangi hak konsumen tersebut, tidak berbuat 
zalim kepada konsumen dan melaksanakan perdagangan dengan adil.21 
 Ketidakadilan dalam bertransaksi dalam jual beli dikarenakan 
terjadinya penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen, itu 
semua dapat terjadi (1) ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur‟an, 2013), hlm. 231 
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Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif  dan Ekonomi 
Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 84 
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(pratransaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar, (2) ketika 
transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dan (3) 
ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu 
dengan kerugian yang ditanggung konsumen (purnatransaksi).22 
a. Perlindungan dari Pemalsuan  dan Informasi Tidak Benar 
 Sebelum membeli, seorang konsumen tentu akan mencari informasi 
tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu 
informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor 
yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh 
karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap 
konsumen. Zaman sekarang konsumen dihadapkan pada apa yang dikenal 
dengan consumer ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen 
menyelesaikan informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk 
yang dipasarkan, sehingga hal ini dapat saja disalahgunakan oleh para pelaku 
usaha. Oleh karena itu, konsumen harus diberi rasa aman dalam mendapatkan 
suatu informasi yang jujur dan bertanggungjawab.23 
 Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika 
seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati 
kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme 
klasik yang berbunyi “ceveat emptor” atau “let the buyer beware” 
                                                                 
 22Ibid., hlm. 196.  
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 Ibid., hlm. 197. 
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(pembelian yang harus berhati-hati), tidak pula “ceveat venditor” (pelaku 
usahalah yang harus berhati-hati),24 tetapi dalam Islam yang berlaku adalah 
prinsip keseimbangan (al-ta‟adul) atau ekuiblirium dimana pembeli dan 
penjual harus berhati-hati dimana hal itu tercemin dalam teori perjanjian 
(nazhariyyat al-„uqud) dalam Islam. Khalifah Umar ibn al-Khatthab berkata: 
“Orang yang tidak mengerti hukum pasar, tidak dapat ambil bagian dalam 
aktifitas pasar kami”. (Riwayat Tirmidzi dari Anas ibn Malik).25 
 Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya 
berhubungan dengan kualitas dan kuantitas suatu barang, tetapi juga berkaitan 
dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap 
kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu 
produk. Dalam fikih Islam terdapat suatu istilah yang disebut dengan al-
ghurur. Definisi al-ghurur adalah: Usaha membawa dan menggiring 
seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang 
tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu 
menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan 
tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.26 
 AL-ghurur adalah ucapan bohong yang membuat seseorang 
melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan 
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 AZ. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta: Pustaka Siniar Harapan, 1995), hlm. 55. 
 
25
 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 199. 
 26Sulaiman Muhammad Ahmad, Dhaman al-Matlafat fi al-Fiqh al-Islamiy, (Kairo: Maktabat 
al-Mujallad al-Arabi, 1985), hlm. 78.  
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keunggulan suatu produk. Dalam menerangkan bahaya tindakan al-ghurur, 
Ibnu Taymiyyah berkata, “Sesungguhnya al-ghurur adalah transaksi yang 
tidak dapat diketahui akibat akhirnya karena ia tergolong dalam salah bentuk 
judi yang penuh dengan spekulasi (mukhatharah) murni”.27 
 Rasulullah saw menyatakan bahwa apabila pedagang yang 
menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang dagangannya mendapat 
untung, maka keberkahannya akan dicabut Allah swt: 
“Dua orang yang berjual beli berhak memiliki khiyar selama keduanya belum 
berpisah. Jika keduanya bersikap jujur dan menjelaskan apa adanya, maka 
jual beli mereka akan diberkahi Allah. Akan tetapi, apabilia keduanya 
menyembunyikan suatu cacat atau bersikap dusta, bisa jadi mereka dapat 
keuntungan, namun keberkahan untung mereka akan dicabut Allah swt. (HR. 
al-Bukhariy dan Muslim dari Hakim ibn Hzim).28 
 Secara umum sangat banyak ayat al-Qur‟an yang menyinggung 
tentang penyampaian informasi yang tidak benar pada orang lain, di antaranya 
surah Ali Imran ayat 77, berbunyi: 
 ذِنإ  ََ ِي
ذ
لَّٱ  ِد ۡٓ َِعب َنو َُتََۡشي ِ ذللّٱ  ِفِ ًۡ ُٓ
َ
ل َقََٰلَخ 
َ
لَ َِمئَٰٓ
َ
لْو
ُ
أ 
ً
لًِييَك ا ِٗ ٍَ َث ًۡ ِِٓ َٰ َۡمي
َ
أَو ِ ةَرِخلۡأٓٱ 
 ًُ ُٓ ٍُ ِ
ّ
يَكُي 
َ
لََو ُ ذللّٱ  َم ۡٔ َي ًۡ ِٓۡ
َ
ِلَإ ُرُظَِي 
َ
لََو ِة ٍَ َٰ َيِل
ۡ
ىٱ  ًِٞلَ
َ
أ ٌباَذَع ًۡ ُٓ
َ
لَو ًۡ ِِٓي
ّ
كَُزي 
َ
لََو٧٧  
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 Ahmad ibnu Taymiyyah, MaJmu Fatwa, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398 H), hlm. 22. 
 28 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 203. 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. (Surah 
„Ali Imran: 77).29 
 
 Di antara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, 
apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka 
konsumen akan mempunyai hak khiyar tadlis, yaitu hak untuk membatalkan 
atau melanjutkan transaksi karena menyembunikan cacat barang, seperti 
pedagang yang mendemonstrasikan suatu barang, sehingga kelihatan barang 
tersebut mempunyai kelebihan melebihi keadaan sebenarnya. 
b. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar Tidak Wajar 
 Konsumen dapat dikatakan tidak dapat mempunyai hak pilih oleh dua 
sebab:30 
1) Apabila dalam memenuhi kebutuhannya, ia terpaksa oleh suatu 
ancaman tertentu, seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi, 
atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah sosial 
ekonomi lainnya. 
2) Apabila konsumen tidak mempunyai pilihan karena kondisi yang 
dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopolistik. Tidak adanya 
kebebsan konsumen dalam memilih suatu barang akibat mekanisme 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur‟an, 2013), hlm. 59. 
 30 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 206. 
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pasar yang monopolistik, Rasulullah saw dengan tegas telah melarang 
terjadinya monopoli, sebagaimana ia juga adalah penyebab terjadinya 
nilai tukar dalam jual beli. Banyak faktor yang mempengaruhi 
terjadinya harga tidak normal di pasar, diantaranya: (a) Permainan 
harga yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan tidak 
sehat (al-ihtikar), (b) Penyalagunaan kelemahan yang terdapat pada 
diri konsuen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu 
kebutuhannya, (c) Penipuan dan informasi yang tidak informaif-
ghurur. Tuntunan Nabi saw secara umum dalam masalah harga ini 
adalah Hadis tentang pelangaran mempermainkan harga: 
“Barangsiapa yang melakukan sesuatu untuk mempengaruhi harga-
harga barang kaum Muslimin dengan tujuan untuk menaikkan harga 
tersebut. Maka sudah menjadi hak Allah untuk menempaktkannya di 
„Uzm (tempat besar) dalam neraka pada hari kiamat”. (HR. Ahmad 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).31 
c. Perlindungan terhadap Keamanan Produk dan Lingkungan Sehat 
 Dalam Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatan 
menjadi tujuan pokok syari‟ah (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu agama (al-
din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). 
Bila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk atau 
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sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk, maka tujuan pokok yang 
lima lebih terfokus pada penjagaan jiwa, akal dan harta.32 
 Resiko kerugian yang disebabkan oleh adanya al-Tghir atau “tipu 
daya” adalah suatu kaidah yang tidak perlu diperdebatkan lagi dalam fikih 
Islam karena ada unsur kesengajaan. Akan tetapi, apabila resiko pemakaian 
tersebut disebabkan oleh “kelalaian” produsen, maka hal ini harus dikaitkan 
juga dengan teori tanggung jawab kejahatan yang terdapat dalam fikih jinayah 
dalam Islam. 
 Oleh karena itu, semua perbuatan berbahaya dalam Islam tidak 
dibenarkan (ghairu masyru), sedangkan setiap perbuatan tidak dibenarkan 
yang membawa bahaya harus dipertanggung jawaban. Dengan demikian, 
bahwa kerugian yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk dari produk 
pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti 
rugi (dhaman) yang terdapat dalam hukum  Islam. 
d. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat 
 Ketetapan antara sifat dan kualitas barang yang diminta dengan yang 
diserahkan dari segala segi, mulai dari ukuran berat, isi, kandungan isi, dan 
semua yang tertulis pada lebel atau yang dijanjikan oleh penjual. Betapa 
banyak barang-barang yang jauh berbeda antara lebel dengan kandungan isi 
dan kriteria yang ditemui konsumen karena sulit bagi sembarang orang untuk 
                                                                 
 32 Ibid., hlm. 217. 
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mengetahuinya akibat kemajuan teknologi.33 Dalam hal ini Islam mengatur 
dalam dalil-dalilnya yaitu al-Qur‟an yang terdapat dalam surat Hud ayat 85: 
 ِم ۡٔ َلَٰ َيَو  
ْ
ٔا ُفۡو
َ
أ 
َ
لاَي
ۡ
هٍِ
ۡ
لٱ  َو َناَِيزٍ
ۡ
لٱ  ِ ب ِطۡسِل
ۡ
ىٱ  
ْ
ٔا ُسَخۡبَت 
َ
لََو َساذلنٱ  
ْ
ا ۡٔ َثۡعَت 
َ
لََو ًۡ ُْ َٓءاَيۡش
َ
أ
 ِفِ ِضرۡ
َ ۡ
لۡٱ  ََ يِدِسۡف ٌُ٨٥  
Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 
membuat kerusakan. (Hud: 85).34 
 
e. Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif Produk 
 Barang telah rusak di tangan pembeli, kemudian ia mengetahui bahwa 
terdapat cacat pada barang tersebut, maka pembeli berhak menuntut ganti 
rugi. Al-Khatib al-Syarbainiy yang menyatakan bahwa pembeli berhak 
menuntut kerugian senilai cacat yang terjadi, dengan cara perhitungan nilai 
apabila barang tersebut sempurna, sedangkan patokan harga diambil dari 
harga terendah pada hari terjadinya transaksi.  
 Adanya kecendrungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas 
kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapkan sebuah hukum 
yang dapat memberikan perlindungan pada konsumen. Di antara hukum 
                                                                 
 
33
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 34 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
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tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan 
rakyat dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum Islam hukum semacam 
ini disebut dengan hukum hudud Allah dan hak-hak publik (huquq Allah). 
 Kerugian ataupun bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat 
produk atau penipuan dapat dikatakan sebagai perbuatan tersalah. Keadaan 
tersalah dalam hubungan manusia dengan Allah memang dapat tidak 
memberikan resiko apa-apa, namun dalam hubungan dengan sesama manusai, 
maka tanggunga jawab seseorang tidak akan terlepas. Kerugian yang diderita 
seseorang karena perbuatan orang lain, harus diberi ganti rugi yang disebut 
dengan jawabir (penutup maslahat yang hilang).35 Jawabir terhadap harta 
mempunyai suatu kaidah umum “suatu hak harus kembalikan kepada 
pemiliknya selama memungkinkan, namun apabila barang atau manfaat 
tersebut ia kembalikan dalam keadaan cacat, maka cacat tersebut harus 
ditanggung dengan nilai (qimah) kerusakan tersebut. Sedangkan jawabir 
terhadap kerugian jiwa, cacat tubuh, hilangnya manfaat anggota badan, dan 
terluka, maka syara‟ sudah menentukan ganti ruginya berupa diyat dan 
kebijakan pemerintah.36 
2. Khiyar 
 Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli 
atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan 
                                                                 
 35 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 
(Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 231-234. 
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 Ibid., hlm. 234. 
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khiyar oleh syara‟ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 
kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi 
penyesalan di kemudian hari lanjaran merasa tertipu. Khiyar ada tiga 
macam:37 
a. Khiyar majelis  
Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara 
tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar 
majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli. 
b. Khiyar syarat 
Khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh 
salah satu seorang, seperti kata si penjual, “Saya jual barang ini 
dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang 
dari tiga hari”. 
c. Khiyar „aibi (cacat) 
Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada 
barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas, barang itu, 
atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu 
baik, dan sewaktu akad cacatnya sudah ada, tetapi si pembeli tidak 
tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BEKAS 
DIPASAR KLITIKAN NOTOHARJO (SURAKARTA) 
 
A. Gambaran Umum Pasar Klithikan Notoharjo (Surakarta) 
Pasar Notoharjo merupakan pasar tradisional di Kota Surakarta yang 
terkenal dengan nama Pasar Klithikan karena barang-barang yang diperjual 
belikan kebanyakan adalah barang bekas.Pasar Klithikan Notoharjo dibangun 
pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kota Surakarta, terletak di Jl. Silir 
Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi 
Jawa Tengah. Pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang dikelola 
di bawah Dinas Pengelola Pasar Surakarta. Pasar Klithikan Notoharjo 
dibangun diatas lahan seluas 17.276 m.
1
 
Sebelum Pasar Klithikan Notoharjo dibangun, pedagang yang 
berjualan di Pasar Klithikan Notoharjo adalah pedagang kaki lima (PKL) 
yang awalnya berada di kawasan Monumen 45 Banjasari Solo. Para pedagang 
dipindahkan oleh Dinas Pengelola Pasar Surakarta bertujuan untuk 
menjadikan kawasan monumen 45 Banjarsari menjadi tempat yang bebas dari 
aktivitas perdagangan.
2
 
Dimulai dengan sosialisasi tahun 2005 dilanjutkan dengan realisasi 
tahun 2006, membuktikan kerja keras semua pihak. Relokasi PKL para 
                                                 
 1http://pwk.ft.uns.ac.id/pasarsolo/pasar-notoharjo. diunduh tanggal 13 maret 2019,  jam 
10:36 WIB. 
 
2
Dinas Pengelola Pasar Surakarta, Pasar Klithikan 
Notoharjo,http://dinasperdagangan.surakarta.go.id/index.php/info-pasar/profil-sejarah-pasar/45-
pasar-klithikan-notoharjo, diunduh tanggal 13 Maret 201910:55 WIB. 
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pedagang kaki lima dari Monumen 45 Banjarsari menuju Pasar Klitikan 
dilakukan pada tanggal 23 Juli 2006 diiringi dengan prosesi kirab budaya 
boyongan. Relokasi tersebut dilakukan karena Pemkot Surakarta mempunyai 
dasar kuat untuk membersihkan Kawasan Monumen’ 45 Banjarsari dan PKL 
serta kepastian usaha PKL. 
Pasar Klitikan Notoharjo kini menjadi pasar khusus barang bekas 
terbesar di kota Solo. Tidak hanya warga Solo saja, tetapi banyak pengunjung 
dari luar Solo seperti Wonogiri, Sragen, Klaten dan wilayah eks Karesidenan 
Surakarta lainnya. Para pedagang kaki lima tidak dipungut biaya apapun dari 
Pemerintah, dan tidak diminta uang retrubusi selama setahun. Seiring 
berjalannya waktu, Pasar Klithikan Notoharjo menjadi semakin berkembang 
dan dipenuhi banyak pedagang dengan jenis dagangan yang bermacam-
macam. Harga yang dipasarkan juga sangat murah bahkan jauh di bawah 
harga pasaran. Meskipun barang yang dijual merupakan barang bekas, tetapi 
bagi yang pandai memilih bisa mendapatkan kualitas yang bagus. Pasar ini 
buka secara non stop atau setiap hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 
08.30 WIB. Tetapi, yang paling ramai pengunjungnya adalah hari Minggu.
3
 
Dari ragam dagangan yang ditawarkan sesuai dengan kelompoknya 
karena ada beberapa zona barang dagangan. Pembeli lebih mudah mencari 
barang yang dibutuhkan karena kios-kios disusun berdasarkan klasifikasi 
jenis dagangan, berupa kios ukuran 2x3 m sebanyak 1.018 unit (sebagian 
bangunan berlantai 2), ada 18 blok yang diperuntukkan bagi pedagang pasar, 
                                                 
 
3
Joko, Pedagang Spare Part Bekas, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 08:00-
08:45 WIB. 
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sesuai dengan jenis barang dagangan yang khusus menjual beraneka barang-
barang bekas atau yang sering disebut Klitikan, yang diklasifikasikan sesuai 
dengan kelompok barang yang dijual. Beberapa kelompok barang tersebut 
misalnya blok khusus menjual pakaian, menjual peralatan elektronik, mobil 
dan motor, alat bangunan, handphone, hingga barang-barang antik. Setiap 
klasifikasi ditulis pada papan petunjuk yang berfungsi sebagai pemandu bagi 
pembeli yang ingin memilih barang.
4
 
1. Visi dan Misi Pasar Notoharjo 
 Pasar Klitikan Notoharjo merupakan salah satu pasar yang dikelola 
dibawah Dinas Pengelola Pasar Surakarta (DPP) yaitu sebuah unit kerja 
dilingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar yang 
mempunyai sebagai berikut: 
Visi : “Mewujudkan citra pasar yang bersih, tertib dan aman, bertumpu 
pada perekonomian kota Surakarta, dan  
Misi : (1) Meningkatkan kesempatan bekerja dan berusaha; (2) 
Meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar; (3) Meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan; (4) Meningkatkan kualitas SDM.
5
 
Dalam mengkoordinasikan jalannya proses jual beli yang terarah, 
maka Pasar Klitikan Notoharjo memiliki kantor sendiri yang dipimpin 
oleh seorang Kepala atau Lurah Pasar. Kantor tersebut merupakan 
kepanjangan tangan dari Dinas Pengelola Pasar untuk menangani masalah-
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Sumardi, Pengelola Pasar Klithikan, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 09:00 
WIB. 
 
5
Kantor Lurah Pasar Klithikan Notoharjo. 
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masalah yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo tersebut. Untuk 
melaksanakan tugasnya Lurah Pasar Klitikan Notoharjo dibantu oleh staf-
stafnya. Berikut struktur organisasi pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo 
yang disusun dan diterapkan kepala pasar. 
Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Lurah Pasar Klitikan Notoharjo 
Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Klitikan Notoharjo 
2. Jenis Pedagang Pasar Klitikan Notoharjo (Surakarta) 
Terdapat 2 jenis pedagang di Pasar Klitikan Notoharjo yaitu 
pedagang kios dan pedagang bronjong/atau pedagang oprokan. Pedagang 
kios di pasar Klitikan Notoharjo tersebut adalah Pedagang Kaki Lima yang 
Kepala Pasar 
Staff Administrasi Staff Penarik Retribusi 
Staff Keamanan Staff Kebersihan 
Anggota Keamanan 
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berasal dari Monumen Juang’45 Banjarsari yang dipindahkan menjadi 
pedagang pasar oleh Pemerintah Kota Surakarta.
6
 
a. Pedagang Kios 
Di pasar Klitikan Notoharjo Surakarta terdapat 3 golongan 
pedagang berdasarkan jenis dagangannya, yaitu meliputi pedagang 
alat sepeda motor, pedagang alat mobil, dan pedagang elektronik. 
Terdapat 3 blok di Pasar Klitikan ini yaitu di blok I usaha kios ada 2 
lantai, Lantai pertama kios berisi kios yang menjual peralatan motor, 
elektronik, sepatu sandal. 
Sedangkan di lantai 2 di blok 1 terdapat usaha kios-kios elektronik 
bekas dan baru dan handphone bekas ataupun baru. Blok 2 terdapat 
kios sepatu sandal, peralatan mobil dan motor, alat rumah tangga, dll. 
Sedangkan Blok 3 di dominasi jenis dagangan alat sepeda motor. 
Dalam pembagian kios berdasarkan blok ini membantu konsumen 
untuk mempermudah menentukan barang yang diinginkan. 
b. Pedagang Oprokan 
Mereka adalah kelompok yang tidak terdataan dari Pemkot 
Surakarta. Pedagang oprokan adalah pedagang yang dalam kegiatan 
usahanya hanya dengan menggelar lapak/alas untuk berdagang atau di 
oprokan begitu saja tanpa menggunakan alas, kadang ada pedagang 
yang menggunakan bronjong yang di pasang di bagian belakang 
kendaraan. Pedagang oprokan bisa memasok barang untuk pedagang 
kios, mereka mendapatkan barang-barang bekas tersebut dari pusat 
                                                 
 
6
Observasi tempat berdagang Penjual Pasar Klithikan Notoharjo, 18 Desember 2018. 
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penampungan rongsokan ataupun ditawarkan oleh para sales barang 
bekas. 
Mereka biasanya menjual berbagai macam jenis barang. Ada yang 
menjual pakaian bebas, onderdil bekas, elektronik bekas, sepatu 
bekas, buku bekas, dan handphone bekas. Pedagang oprokan ini 
beraktivitas mulai pukul 05.00-08.30 WIB biasanya menggelar 
dagangannya di pinggir jalan depan kios Pasar Klitikan. Jika datang di 
pagi hari maka kita akan menjumpai pedagang yang menjual barang 
dagangannya dengan tanpa bangunan atau pedagang oprokan tadi.
7
 
B. Praktik Transaksi Jual Beli di Pasar Klitikan Notoharjo 
Dalam proses transaksi jual beli dia Pasar Klitikan Notoharjo seperti 
kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar 
hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Adapun 
barang yang ditawarkan oleh penjual khususnya penjual oprokan seperti Aki, 
ban, rantai, lampu, veleg, sepion, dan keperluan untuk kendaraan lainnya. 
Melihat dari segi kualitan barang pedagang oprokan juga menjual mulai dari 
yang masih orisinil ataupun barang tiruan namun masih bisa dipakai. Dalam 
transaksi jual beli di Pasar Klitikan Notoharjo ini ada yang perlu diperhatikan 
yaitu pembeli harus teliti terhadap barang yang akan dipilih, khususnya 
terhadap barang spare part yang bekas. Proses transaksi jual beli barang 
bekas yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo ini yaitu pembeli mendatangi 
langsung penjual barang spare part bekas atau barang bekas lainnya yang 
diinginkan. Selanjutnya pembeli mengecek barang yang diinginkannya. Pada 
                                                 
 
7
Observasi tempat berdagang Penjual PasarKlithikan Notoharjo, 18 Desember 2018. 
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proses ini penjual mempersilahkan pembeli untuk melihat dan mengecek 
barang yang diinginkan. Setelah pembeli merasa sudah dapat barang yang 
diinginkan terjadilah proses tawar menawar antara penjual dan pembeli 
sehingga akan terjadi suatu kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan 
dilanjutkan dengan akad jual beli. Ada sebagian penjual yang menjajakan 
barang daganggannya namun tidak tau barang yang dijual masih layak 
dipakai atau tidak.
8
 
Contohnya saja Pak Krisna salah satu pembeli spare part sepeda motor 
di Pasar Klithikan Notoharjo. Pak Krisna membeli aki sepeda motor ketika 
Pak Krisna ingin mencoba aki tersebut pihak penjual tidak memberikan 
fasilitas untuk mencoba aki sepeda motor tersebut, sehingga Pak Krisna tidak 
tahu aki tersebut masih menyala atau tidak.
9
 
Dalam jual beli spare part bekas sebagian penjual ada yang 
menawarkan perjanjian kepada konsumen berupa garansi selama 1 (satu) 
minggu sebagai jaminan barang. Jika barang yang dibeli oleh konsumen 
rusak sebelum satu minggu konsumen boleh mengembnalikan atau menukar 
barang yang sudah dibelinya akan tetapi jika barang surah rusak dan sudah 
lewat dari seminggu penjual sudah lepas tanggung jawab atas barang yang 
sudah dibeli.
10
  Banyak konsumen yang membeli barang bekas di Pasar 
Klithikan Notoharjo karena harganya yang murah, akan tetapi semakin murah 
barang juga semakin rendah kualitas barangnya. Sebagian Penjual juga tidak 
memberikan garansi apabila barang yang sudah dibeli tidak boleh 
                                                 
 
8
 Observasi tempat berdagang Penjual Pasar Klithikan Notoharjo, 18 Desember 2018. 
 
9
Krisna, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, 
jam 08:50 WIB. 
 
10
 Yani, Pedagang Spare Part Bekas, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 08:00 
WIB. 
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dikembalikan. Seperti yang dialami Fizal pembeli lampu sepeda motor di 
Pasar Klithikan Notoharjo. Fizal membeli lampu sepeda motor, waktu 
transaksi lampu itu normal dan berfungsi, tetapi ketika setelah seminggu 
pemakaian lampu itu rusak dan tidak bisa dipakai kembali.
11
 
Pembeli yang datang untuk berbelanja di Pasar Klithikan Notoharjo, 
umumnya mereka diberi kesempatan untuk memilih barang yang diinginkan 
sehingga pembeli benar-benar puas dengan barang yang dibelinya. Pada saat 
pembeli memilih barang yang akan dibeli, penjual tidak mau berkomentar 
tentang barang yang mereka jual. 
Dalam praktek transaksi jual beli di Pasar Klithikan Notoharjo ini 
pembeli dihadapkan dengan namanya untung-untungan. Namun dengan 
demikian Pasar Klithikan Notoharjo ini tetap menjadi Pasar yang ramai 
pengunjung karena menyediakan barang-barang yang lengkap sesuai 
kebutuhan masing-masing.
12
 Melihat dari yang terjadi di Pasar Klithikan 
Notoharjo sebagai tempat alternativ untuk membeli barang-barang bekas 
yang lebih murah jika dibandingkan dengan toko lain yang harganya jauh 
lebih mahal. Namun disisilain juga ada pembeli yang merasa dirugikan oleh 
penjual. Yakni jika terjadi kecacatan terhadap barang yang dibeli barang tidak 
bisa dikembalikan alias penjual sudah lepas tanggung jawab. Hal ini dapat 
merugikan pihak konsumen sebagai pembeli. Disisilain konsumen juga 
dihadapkan dengan tidak adanya perlindungan dari lembaga atau pengelola 
pasar sehingga konsumen yang dirugikan hanya merasa tidak beruntung 
dengan barang yang dibelinya. 
                                                 
 
11
Fizal, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi,22 Desember 2018, jam 
09:00 WIB. 
 
12
Observasi tempat berdagang Penjual Pasar Klithikan Notoharjo, 18 Desember 2018. 
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C. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Spare Part Sepeda Motor 
Bekas di Pasar Klithikan Notoharjo 
Kebanyakan orang yang baru mengenal dan berbelanja di Pasar Klithikan 
Notoharjo ini mereka hanya mengetahui kalau di Pasar ini menjual barang-
barang dengan harga yang murah. Tetapi beberapa dari mereka tidak 
mengetahui akan resiko terhadap kualitas barang elektronik atau non 
elektronik yang dibeli di Pasar tersebut. Sehingga sebagian dari mereka juga 
ada yang merasakan kecewa terhadap barang yang dibelinya. Oleh sebab itu, 
dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini 
dapat memberikan perlindungan konsumen, yaitu: 
1. Asas Manfaat 
Manfaat yang diperoleh pembeli ketika berbelanja di Pasar 
Klithikan Notoharjo ini, mereka dapat mengurangi pengeluaran mereka 
terhadap kebutuhan sehari-hari. Sehingga sisa uang mereka dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. 
Seperti pernyataan pembeli yaitu pernyataan dari Bapak Eko“saya 
disini sering membeli alat-alat perlengkapan sepeda motor seperti spion, 
lampu dan ban. Barang-barang yang saya dapatkan, harganya lumayan 
murah. Meskipun bekas, tapi masih bagus dan masih bisa dipakai. Kalau 
beli di toko tentu harganya lebih mahal. Sisa uangnya bisa dibuat untuk 
keperluan lain”.13 
 
                                                 
 
13
 Eko, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018, jam 
09:00-09:10 WIB. 
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2. Asas Keadilan 
Pembeli yang berbelanja di Pasar Klithikan ini, diperbolehkan 
untuk memilih barang yang telah disediakan oleh penjual. Akan tetapi, 
dalam melakulan perjanjian tidak semua penjual menerapkan sistem 
garansi.  
Seperti pernyataan seorang pedagang yaitu Bapak Yani (Pedagang 
Spare Part Motor Bekas) “Sebagian pedagang bisa memberikan ganti 
rugi, apabila barang rusak. Tetapi, tidak semua pedagang yang ada di 
Pasar Klithikan ini dapat memberikan garansi”.14  
3. Asas Keseimbangan 
Penjual Pasar Klithikan Notoharjo menyediakan segala kebutuhan 
barang bekas untuk kosumen dari kualitas yang bagus hingga kualitas 
yang biasa saja, semakin bagus barang semakain mahal harga barang 
begitu juga sebaliknya. Sehingga konsumen dapat memilih barang yang 
diinginkannya dan atas penjualan tersebut penjual dapat memperoleh 
keuntungan. 
Seperti pernyataan Krisna “barang-barang disini banyak pilihannya 
dari yang termurah hingga yang termahal dan dari segi kualitas juga 
banyak pilihannya. Sehingga, saya merasa nyaman untuk berbelanja 
disini”. 15 
 
 
                                                 
 
14
 Yani, Pedagang Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018. 
Jam 08:00-08:45 WIB. 
 
15
 Krisna, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, 
jam 08:40-08:55 WIB. 
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4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Pasar Klithikan Notoharjo memberikan keamanan dan keselamatan 
bagi para konsumen yang berbelanja disana yaitu berupa lahan parkir 
yang sudah dijaga oleh petugas parkir. Tetapi, keamanan dan 
keselamatan konsumen dari segi produk yang ada di Pasar Klithikan 
tidak semua terjamin. 
Seperti pernyataan Fizal “saya pernah membeli lampu sepeda 
motor. Ketika, lampu tersebut di uji cobakan di pasar, lampu tersebut 
menyala. Tetapi, pada saat di rumah lampu tersebut menjadi tidak 
menyala”. 16 
5. Asas Kepastian Hukum 
Pasar Klithikan Notoharjo tidak memberikan perlindungan 
khususnya perlindungan hukum bagi konsumen yang berbelanja di Pasar 
Klithikan Notoharjo. Pasar Klithikan Notoharjo hanya memberikan 
himbauan berupa tata tertib pasar yang berupa himbauan kepada pedagang 
agar selalu menjaga kebersihan pasar dan berdagang pada tempat yang 
sudah disediakan oleh Dinas Pengelola Pasar.
17
. 
 
 
                                                 
 
16
 Fizal, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018, 
jam 09:00-09-05 WIB. 
 
17
 Kantor Lurah Pasar Klithikan Notoharjo. 
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BAB IV 
ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM 
TRANSAKSI JUAL BELI SPARE PART MOTOR BEKAS DI PASAR 
KLITHIKAN NOTOHARJO SURAKARTA 
 Masyarakat selalu dihadapkan masalah dalam kegiatan ekonomi, terutama 
dalam perdangangan barang-barang yang sudah dipakai atau barang bekas. Barang 
bekas adalah barang yang sudah  pernah dipakai tapi masih layak untuk dipakai, akan 
tetapi dalam transaksi barang bekas banyak yang tidak memberikan jaminan 
kepastian hukum dan hak-hak bagi konsumen sehingga dapat menimbulkan kerugian.  
A. Analisis Jual Beli Spare Part Motor Bekas di Pasar Klithikan Notiharjo 
 transaksi jual beli dia Pasar Klitikan Notoharjo seperti kegiatan jual beli pada 
umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli 
menemukan harga yang disepakati. Adapun barang yang ditawarkan oleh penjual 
khususnya penjual oprokan seperti Aki, ban, rantai, lampu, veleg, sepion, dan 
keperluan untuk kendaraan lainnya. Melihat dari segi kualitan barang pedagang 
oprokan juga menjual mulai dari yang masih orisinil ataupun barang tiruan namun 
masih bisa dipakai. Dalam transaksi jual beli di Pasar Klitikan Notoharjo ini ada 
yang perlu diperhatikan yaitu pembeli harus teliti terhadap barang yang akan dipilih, 
khususnya terhadap barang spare part yang bekas. Proses transaksi jual beli barang 
bekas yang terjadi di Pasar Klitikan Notoharjo ini yaitu pembeli mendatangi 
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langsung penjual barang spare part bekas atau barang bekas lainnya yang 
diinginkan. Selanjutnya pembeli mengecek barang yang diinginkannya. Pada proses 
ini penjual mempersilahkan pembeli untuk melihat dan mengecek barang yang 
diinginkan. Setelah pembeli merasa sudah dapat barang yang diinginkan terjadilah 
proses tawar menawar antara penjual dan pembeli sehingga akan terjadi suatu 
kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan akad jual beli. 
Ada sebagian penjual yang menjajakan barang daganggannya namun tidak tau 
barang yang dijual masih layak dipakai atau tidak.
1
 
 Dalam jual beli spare part bekas sebagian penjual ada yang menawarkan 
perjanjian kepada konsumen berupa garansi selama 1 (satu) minggu sebagai 
jaminan barang. Jika barang yang dibeli oleh konsumen rusak sebelum satu minggu 
konsumen boleh mengembnalikan atau menukar barang yang sudah dibelinya akan 
tetapi jika barang surah rusak dan sudah lewat dari seminggu penjual sudah lepas 
tanggung jawab atas barang yang sudah dibeli.
2
  Banyak konsumen yang membeli 
barang bekas di Pasar Klithikan Notoharjo karena harganya yang murah, akan tetapi 
semakin murah barang juga semakin rendah kualitas barangnya. Sebagian Penjual 
juga tidak memberikan garansi apabila barang yang sudah dibeli tidak boleh 
dikembalikan. 
 
                                                             
 1 Observasi tempat berdagang Penjual Pasar Klithikan Notoharjo, 18 Desember 2018. 
 
2
 Yani, Pedagang Spare Part Bekas, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 08:00 WIB. 
60 
 
 
 
B. Analisis Perlindungan Konsumen Jual Beli Spare Part Motor Bekas dalam 
Hukum Positif 
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 “Perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen merupakan 
bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang 
sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. 
Tidak adanya perlidungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada 
posisi yang lemah.
3
 Ditambah dengan adanya kesenjangan ekonomi merugikan 
berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat yang tidak lain 
adalah konsumen yang paling dirugikan. Maka untuk mencapai keseimbangan antara 
produsen dengan konsumen pemerintah menegakkan hak-hak konsumen dalam 
UUPK tentang hak-hak konsumen. 
 Hak konsumen menurut ketetapan UUPK dalam pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 8 1999, sebagai berikut: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang/ jasa; Dalam transaksi jual beli spare part sepeda motor, tidak ada 
jaminan yang mengatur keselamatan, keamanan konsumen dalam bertransaksi 
jual beli spare part sepeda motor. Apabila ada ketidaksesuaian atau cacat 
                                                             
 
3
 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta: 
PT Raja Persada, 2011), hal. 1.  
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pada produk jika sudah ditanggan konsumen penjual tidak bertanggung jawab 
atas produk tersebut. 
b. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
Dalam transaksi jual beli spare part motor semua penjual membebaskan 
konsumen dalam memilih barang, para penjual juga menjajarkan barang 
dagangannya sehingga dapat memudahkan konsumen dalam memilih barang 
yang diinginkannya. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa; Dalam tansaksi jual beli spare part sepeda motor bekas 
penjual tidak memberikan informasi yang jelas hanya memberikan informasi 
harga barang dan kelayakan barang, sehingga para konsumen harus pintar-
pintar memilih barang yang dibelinya.  
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang 
digunakan: Dalam hal ini para penjual tidak menerima kebebasan keluhan 
terhadap konsumen, apabila barang yang sudah dibeli sudah menjadi 
tanggung jawab konsumen. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; Melihat dari latar belakang 
penjual maupun pembeli mereka tidak memperhatikan adanya hak advokasi, 
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. 
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Apabila salahsatu ada yang dirugikan keduanya hanya menggangap hal sepele 
dalam bertransaksi. Dan faktor lingkungan di sekitar Pasar Klithikan tidak 
menediakan badan konsultan tentang adanya hak advokasi bagi konsumen. 
Pasar Klithikan Notoharjo hanya memberikan himbauan berupa tata tertib 
pasar yang berupa himbauan kepada pedagang agar selalu menjaga kebersihan 
pasar dan berdagang apa yang sudah disediakan oleh Dinas Pengelola Pasar. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak 
konsumen ini kembali kepada masing-masing konsumen di mana pihak 
pengelola pasar hanya memberikan peraturan dan tata tertib pasar. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak 
diskriminatif; Dalam hal ini para penjual memperlakukan atau melayani 
pembeli dengan baik dan tidak diskriminatif, walaupun dalam masalah 
memberikan informasi tentang barang ada sebagian yang tidak memberikan 
informasi dengan tidak jujur dan melebih-lebihkan. 
h. Hak untuk mendapatkan kompesasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya; Dalam jual beli spare part bekas sebagian penjual ada 
yang menawarkan perjanjian kepada konsumen berupa garansi selama 1 (satu) 
minggu sebagai jaminan barang. Jika barang yang dibeli oleh konsumen rusak 
sebelum satu minggu konsumen boleh mengembnalikan atau menukar barang 
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yang sudah dibelinya akan tetapi jika barang surah rusak dan sudah lewat dari 
seminggu penjual sudah lepas tanggung jawab atas barang yang sudah dibeli.
4
   
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; 
Dalam hal ini tidak ada yang mengatur dalam transaksi jual beli spara part 
sepeda motor bekas, penjual maupun pembeli hanya melakuan transaksi apa 
adanya. 
 Kenyataannya sampai saat ini belum ada pihak konsumen yang 
mengadukan perkaranya kepada Lembaga Konsumen, dikarenakan latar 
belakang sosial masyarakat dan kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen 
oleh pemerintah sehingga tidak mengetahui adanya informasi tentang 
Lembaga Perlindungan Konsumen dan konsumen tidak mau repot, artinya 
konsumen tidak mau membuat konflik dengan pihak lain yang dapat menyita 
biaya dan tenaganya. 
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindugan Konsumen dalam Jual Beli 
Spare Part Motor Bekas 
 Dalam menjalankan usaha Allah Swt menyampaikan bahwa pedagang 
harus menunaikan hak-hak konsumen dengan baik tanpa harus mengurangi 
hak konsumen tersebut, tidak berbuat zalim kepada konsumen dan 
melaksanakan perdagangan dengan adil.
5
 
                                                             
 
4
 Yani, Pedagang Spare Part Bekas, Wawancara Pribadi, 18 Desember 2018, jam 08:00 WIB. 
5
Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Posifit dan Ekonomi 
Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hal. 84 
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 Ketidakadilan dalam bertransaksi dalam jual beli dikarenakan 
terjadinya penyalahgunaan kelemahan yang dimiliki oleh konsumen, itu 
semua dapat terjadi (1) ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung 
(pratransaksi) berupa iklan atau promosi yang tidak benar, (2) ketika transaksi 
itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dan (3) ketika 
transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan 
kerugian yang ditanggung konsumen (purnatransaksi).
6
 
1. Perlindungan dari Pemalsuan dan Informasi Tidak Benar 
 Dalam kajian fikih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika 
seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati 
kajian yang sangat signifikan. Dalam Islam yang berlaku adalah prinsip 
keseimbangan (al-ta‟adul) atau dimana pembeli dan penjual harus berhati-
hati dimana hal itu tercemin dalam teori perjanjian (nazhariyyat al-„uqud) 
dalam Islam. 
 Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya 
berhubungan dengan kualitas dan kuantitas suatu barang, tetapi juga 
berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan 
terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya 
suatu produk. Dalam fikih Islam terdapat suatu istilah yang disebut dengan 
al-ghurur. Definisi al-ghurur adalah: Usaha membawa dan menggiring 
seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang 
                                                             
 6Ibid., hlm. 196.  
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tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu 
menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan 
tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.
7
 
 AL-ghurur adalah ucapan bohong yang membuat seseorang 
melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan 
keunggulan suatu produk. Dalam transaksi jual beli spare part sepada motor 
bekas di Pasar Klithikan Notoharjo penjual tidak memberikan informasi 
yang jelas hanya memberikan informasi layak atau tidaknya barang yang 
dijual sehingga para konsumen harus pintar-pintar memilih barang yang 
dibelinya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen jika tidak 
pintar-pintar memilih barang yang dibelinya. Para penjual cenderung 
menyembunyikan informasi barang dagangannya sehingga konsumen tidak 
tahu apakah ada cacat tersembunyi atau tidak didalam barang tersebut. 
 Dalam kasus ini banyak ayat al-Qur‟an yang menyinggung tentang 
penyampaian informasi yang tidak benar pada orang lain, di antaranya surah 
Ali Imran ayat 77, berbunyi: 
                                                             
 7Sulaiman Muhammad Ahmad, Dhaman al-Matlafat fi al-Fiqh al-Islamiy, (Kairo: Maktabat 
al-Mujallad al-Arabi, 1985), hlm. 78.  
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َّ ِنإََّّ ويِ
 
لَّٱََّّ ِدۡه  ِعبَّ  نو ُ  تَۡش يَِّ  للّٱََِّّفَِّ ۡمُه
 
لَّ  قَٰ  ل  خَّ
 
لََّ  ِمئَٰٓ  لْو
ُ
أَّ
ا
لًِيل كَّ اٗن  ه ثَّ ۡمِِهنَٰ  ۡمي
 
أ  و
َِّ ة  رِخلۡأٓٱََّّ ُمُهُِه
ّ
ل  ُكيَّ
 
لَ  وٱَُّ  للََّّّ  مۡو يَّ ِۡمهۡ
 
ِلَإَّ ُرُظن يَّ
 
لَ  وَِّة  هَٰ  يِل
ۡ
لٱََّّۡمُه
 
ل  وَّ ِۡمهِي
ّ
ك  ُزيَّ
 
لَ  و
َّٞمِلَ
 
أٌَّبا  ذ  ع٧٧َّ 
“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak 
mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata 
dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan 
tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. 
(Surah „Ali Imran: 77).8 
 
2. Perlindungan terhadap Hak Pilih dan Nilai Tukar Tidak Wajar 
 Konsumen dapat dikatakan tidak dapat mempunyai hak pilih oleh dua 
sebab:
9
 
1) Apabila dalam memenuhi kebutuhannya, ia terpaksa oleh suatu 
ancaman tertentu, seperti akan menyakiti secara jasmani, psikologi, 
atau mengancam untuk tidak memenuhi haknya dalam masalah sosial 
ekonomi lainnya. Dalam hal ini para konsumen yang berbelanja di 
Pasar Klithikan Notoharjo peneliti belum menemukan ancaman bagi 
konsumen secara jasmani, psikologi atau mengancam masalah sosial, 
                                                             
 
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur‟an, 2013), hlm. 59. 
 9 Muhammad, Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
BPFE-YOGYAKARTA, 2004), hlm. 206. 
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hanya sebatas merugikan ekonomi dan itu bagi konsumen masih 
sebatas wajar. 
2) Apabila konsumen tidak mempunyai pilihan karena kondisi yang 
dipaksakan oleh mekanisme pasar yang monopoli. Para penjual spare 
part sepeda motor bekas tidak memonopoli para konsumen dalam 
bertransaksi. Konsumen dipersihlakan memilih barang sepuasnya akan 
tetapi jika sudah dibeli kebanyakan penjual tidak bertanggung jawab 
atas barang yang sudah dibeli. Maka dalam hal ini konsumen haruslah 
pintar-pintar dalam memilih barang yang dibeli khususnya jual beli 
baran bekas. 
 Rasulullah saw dengan tegas telah melarang terjadinya 
monopoli, sebagaimana dalam hadisnya: 
“Barangsiapa yang melakukan sesuatu untuk mempengaruhi harga-
harga barang kaum Muslimin dengan tujuan untuk menaikkan harga 
tersebut. Maka sudah menjadi hak Allah untuk menempaktkannya di 
„Uzm (tempat besar) dalam neraka pada hari kiamat”. (HR. Ahmad 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
10
 
3. Perlindungan terhadap keamanan Produk dan Lingkungan Sehat 
 Dalam Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatan 
menjadi tujuan pokok syari‟ah (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu agama 
(al-din), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-
                                                             
 
10
Ibid., hlm. 206-207. 
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mal). Bila dihubungkan dengan resiko yang diakibatkan oleh cacat produk 
atau sikap tidak bertanggung jawab dari suatu produk, maka tujuan pokok 
yang lima lebih terfokus pada penjagaan jiwa, akal dan harta.
11
 
 Kondisi dalam transaksi jual beli barang bekas pasti tidak jauh dari 
namanya cacat barang. Barang bekas terutama adalah dimana kondisi barang 
masih layak atau tidak layang itu sulit dibedakan. Maka untuk mengurangi 
resiko konsumen diharuskan memiliki informasi dan pengetahuan yang 
cukup agar bisa membedakan mana barang yang cacat dan yang tidak. 
Resiko kerugian yang disebabkan oleh adanya al-Tghir atau “tipu daya” 
adalah suatu kaidah yang tidak perlu diperdebatkan lagi dalam fikih Islam 
karena ada unsur kesengajaan. 
 Oleh karena itu, semua perbuatan berbahaya dalam Islam tidak 
dibenarkan (ghairu masyru), sedangkan setiap perbuatan tidak dibenarkan 
yang membawa bahaya harus dipertanggung jawaban. Dengan demikian, 
bahwa kerugian yang menimpa konsumen sebagai akibat buruk dari produk 
pelaku usaha harus ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip ganti 
rugi (dhaman) yang terdapat dalam hukum  Islam. 
4. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat 
 Banyak barang-barang yang jauh berbeda antara lebel dengan 
kandungan isi dan kriteria yang ditemui konsumen karena sulit bagi 
                                                             
 11 Ibid., hlm. 217. 
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sembarang orang untuk mengetahuinya akibat kemajuan teknologi.
12
 Dalam 
hal ini Islam mengatur dalam dalil-dalilnya yaitu al-Qur‟an yang terdapat 
dalam surat Hud ayat 85: 
َِّمۡو  لَٰ  ي  وََّّ
ْ
اُوفۡو
 
أَّ
 
لا يۡكِه
ۡ
لٱََّّ وَّ نا يزِه
ۡ
لٱََِّّ بَّ ِطِۡسل
ۡ
لٱََّّ
ْ
اوُس  خۡب تَّ
 
لَ  وَّ  سا لنٱََّّ
ْ
اۡو ثۡع تَّ
 
لَ  وَّۡمُه ٓءا يۡش
 
أ
َِّفَِِّضرۡ
 ۡ
لۡٱََّّ  ويِدِسۡفُن٨٥ََّّ
Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan 
dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak 
mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan 
membuat kerusakan. (Hud: 85).
13
 
 
 Maksud ayat diatas adalah Allah SWT melaang umatnya melakukan 
perbuatan kecurangan/ atau tipu daya khususnya dalam bertransaksi, dengan 
melakukan kecurangan dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini penulis 
dalam penelitian di Pasar Klithikan Notoharjo masih menemukan adanya 
kecurangan dalam jual beli spare part sepeda motor bekas.  Seperti yang 
dialami Fizal pembeli lampu sepeda motor di Pasar Klithikan Notoharjo. 
Fizal membeli lampu sepeda motor, waktu transaksi lampu itu normal dan 
berfungsi, tetapi ketika setelah seminggu pemakaian lampu itu rusak dan 
tidak bisa dipakai kembali.
14
 Hal seperti ini dapat merugikan konsumen, 
                                                             
 
12
 Ibid., hlm. 222. 
 13 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahanya, (Bandung: Lajnah Pentashihan 
Mushaf Al-Qur‟an, 2013), hlm. 228. 
 14 Fizal, Pembeli Pasar Klithikan Notoharjo, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2018, jam 
09:00 WIB. 
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maka dari itu sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih 
barang agar tidak merugikan diri sendiri.  
5. Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif Produk 
  Al-Khatib al-Syarbainiy yang menyatakan bahwa pembeli berhak 
menuntut kerugian senilai cacat yang terjadi, dengan cara perhitungan nilai 
apabila barang tersebut sempurna, sedangkan patokan harga diambil dari 
harga terendah pada hari terjadinya transaksi. Dalam hukum Islam hukum 
semacam ini disebut dengan hukum hudud Allah dan hak-hak publik (huquq 
Allah).   
 Sebagian penjual memberikan garansi atas barang yang dibeli oleh 
konsumen akan tetapi semua kembali kedalam perjajian jika konsumen 
meminta untuk diberikan garansi kepada penjual maka penjual memberikan 
garansi tersebut dan itupun penjual hanya memberikan garansi selama 1 
(satu) minggu. Dalam hal ini penjual di Pasar Klithikan Notoharjo sudah 
memenuhi hudud Allah dan hak-hak publik. Maka dari itu konsumen tidak 
perlu khawatir akan tidak adanya hak-hak bagi konsumen yang diberikan 
oleh penjual.   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam prakteknya proses transaksi jual beli spare part motor bekas di 
Pasar Klithikan Notoharjo seperti kegiatan jual beli pada umumnya yaitu 
pedagang menjajakan barang dagangannya dan pembeli memilih barang 
yang diinginkannya, jika sudah mereka akan melakukan proses tawar 
menawar hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. 
2. Berdasarkan dari penelitian di lapangan faktor yang melatarbelakangi 
konsumen untuk memilih barang bekas yaitu karena harga yang 
terjangkau dan murah, akan tetapi tidak menjamin akan kelayakan atas 
barang yang dibeli konsumen. Sebagian Penjual ada yang memberikan 
garansi kepada pembeli dan itu dibatasi sampai 1 (satu) minggu 
pemakaian, jika sudah lewat 1 (satu) minggu penjual lepas tanggung 
jawab. Adapun tugas Dinas Pengelola Pasar hanya memberikan himbauan 
berupa tata tertib pasar yang harus dijalankan oleh penjual agar Pasar 
Klithikan Notoharjo nyaman bagi masyarakat yang ingin berbelanja 
disana. 
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3. Dalam hal Hukum Islam Pasar Klithikan Notoharjo sudah memenuhi hak-
hak publik yang berupa garansi bagi konsumen. Akan tetapi melihat dari 
perlindungan informasi tidak benar, perlindungan terhadap keamanan 
produk, dan perlindungan dari alat ukur tidak tepat, Pasar Klithikan 
Notoharjo tidak memenuhi syarat yang ada sehingga hal ini dapat 
merugikan pihak konsumen.  
B. Saran  
 Sebagai konsumen barang bekas hendaklah memperhatikan 
keselamatan, dan keamanan dalam bertansaksi. Konsumen juga harus 
mengetahui dan menambah wawasannya dalam bertransaksi agar tidak mudah 
dibohongi ataupun ditipudaya oleh pembeli. Agar dapat menciptakan pasar 
yang sehat, aman,dan nyaman baik itu untuk penjual /atau pembeli hendaklah: 
1. Penjual: Sebagai penjual hendaklah harus bersikap, (1) jujur dalam 
menunjukan keadaan barang yang dijualnya, (2) amanat (tanggung jawab) 
berdasarkan kesepakatan yang telah dijanjikan, dan (3) tidak  memonopoli 
harga. 
2. Pembeli: Sebagai pembeli hendaklah bersikap, (1) kritis dalam dalam 
memilih barang dan harga, (2) menghormati sesama konsumen, (3) 
beritikad baik dalam melakukan trnasaksi, dan (4) membayar sesuai yang 
telah disepakati. 
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3. Pemerinta: Sebagai pemerintah hendaklah: (1) menegakan peraturan yang 
telah berlaku, dan (2) menambah dan memperluas lembaga perlindungan 
konsumen disetiap pasar yang ada di daerah-daearah yang masih belum 
ada lembaganya.   
4. Masyarakat: Sebagai masyarakat hendaklah: (1) selalu mendukung dan 
menaati peraturan yang berlaku maupun itu peraturan pemerintah /atau 
peraturan agama, dan (2) ikut peran dalam mensosialisasikan akan adanya 
perlindungan bagi konsumen sehingga memudahkan pemerintah dalam 
meningkatkan perlindungan konsumen.  
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Pedoman Wawancara 
A. Daftar Pertanyaan untuk Pembeli 
1. Apakah anda sering berbelanja di Pasar Klithikan Notoharjo ini? 
2. Apa yang anda beli di Pasar Klithikan Notoharjo? 
3. Menurut anda apa yang menguntungkan dan merugikan berbelanja disini? 
4. Dalam menentukan harga apakah di Pasar Klithikan tergolong mahal atau murah? 
5. Apakah para pembeli diberi kesempatan memilih dalam menentukan barang? 
6. Apakah ada jaminan atau garansi terhadap barang yang dibeli? 
7. Pernahkah anda tertipu dengan barang yang anda beli di Pasar Klithikan Notoharjo? 
 
A. Daftar Pertanyaan untuk Penjual 
1. Apakah anda sudah lama berjualan di Pasar Klithikan Notoharjo? 
2. Jenis barang apa saja yang anda jual? 
3. Dari mana anda mendapatkan barang-barang yang akan dijual ini? 
4. Apakah ada jaminan bagi pembeli untuk barang yang dibeli? 
5. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen jika ada barang yang cacad saat 
pembelian? 
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